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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TIMGKAT I LAMPUNG

NOMOR & TAHUN 1337

TENTANG

PEMYZRAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TINGKAT T LAMPUNG KEPADA DAERAH TINGKAT II

BANDAR LAaMPUNG

DEMGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERMUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

bahwa dengan dikesluarkannya Peraturan Pemerintah
Momor 45 Tahun 1992 tentang Penvelenggaraan Otonomi
Daerah dengan Titik Eerat pada Dasrah Tingkat II dan
ditetapkannya Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar
Lampung sebagai Percontohan Otonomi Caerah
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 178 Tahun 1996 maka perlu ditindak
lanjuti dengan penyerahan sebagian Urusan
Pemarintahan Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah
Tingkat II Bandar Lampung;

bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam
Megeri Momor 5 Tahun 1995 tentang Penghapusan Cabang
Dinas Daerah Tingkat I dan Unit Pelaksana Teknis
Dinas Daerah Tingkat I pada Daerah Tingkat I1
Percontohan, maka perlu ditindak lanjwti dengan
meyerahkan tugas pembantuan kepada Daerah Tingkat II
Bandar Lampung;

bahwa pEnyarahan urusan dan penyarahan Lugas
pembazntuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Momor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang MNomor 4 Drt Tahun 195é (Lembaran Nagara
Republik Indonesia Momor 55 Tahun 1954), Undang-
undang MNomor 5 0Ort Tahun 1954 (Lembaran HNegara
Reptblik Indonesia Nomor 56 Tahun 195%6), dan  Undang-
undang Homor & DOrk Tahun 1956 {(Lembaran Negara
Republik Indonssia Momor 57 Tahun 139567, tentang
Pambentukan Daesrah Tingkat II termasuk Kotapraja
dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagal Undang-undang (Lembaran Megara Republik
Indonaesia  MNomor 73 Tahun 19597, Tambahan Lembaran
Mergara Republik Indon=zsia Nomor 1821);
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pnéang=uncang Nomar 4 JTanun 1384 tentang femoeniusanr
Daerah Tingkat I Lampung {Lembaran hagara Hepus’i; -
ircornesta  Tanuwn 1964 Nomor 95 o3

EE v - TR T Lenoaran

HNegara Repubiik Indonesia womor 2828

SNCANG-URGANG hOmar 5 Tanun 1574 1entang roOA0A-roAga
Pemerintanan di  Daerah ( Lembaran Negara {Rapubdl -
Jfconesia  ranun 974 Nomor 38 TamDanan  wemoarar
Negara Republik Indonesiya womor 3037

deraturan fPamerinitan Nomor 64 Tanun 1557 1zntans
penyerahan sebagian dari  urusan Pemerintab fusas
g% rdapangan rPariianan Laui, Aghutanan <an farsi Radyas
kepada Daeran-daerah Swatantra Tinggat I [Lemdarar
Negara a[epubliik  Indonesia Tahun 15537 Nomor 4%,
Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar

14507 .

FRraturan Pemarinian komor i4$ Tahen 1558 1eniang
penyeranan xekuasaan, tugas dan Kewajiban mengona

drusan-yrusan Aeésajanteraan burub, wesajanieraan
penganggur dan pemberian kKerja kepada penganggur
Lapada Daeran-daerah ({lLembaran Negara REpLoi i
Indonesia Tahun 1958 Nomor 26, Tambabhan Lembaran
WEgara nepusiis Indonesia komor 15565).

Peraturan Pemerintah homor 24 Tahun 1879 titentang
pEnyeranan sebagian urusan Pamerintanan dajam bidang
‘“epariwisataan xepada Daerah Tingkat 1 {(Lembarar
wWegara Republia Indonesia Tahun 1875 homor 34,
Tambahan Lembaran Negara Hepubiik Indonesia NOma
J2Tae )

fFaraturan Pemarintah Noinvor 37 Tahun 12338 tentans
penyerahan Sebagian Urusan Pemerintaban dibidansg
Fertamtangan xegada Daerah {Lembaran Nagara Repudlix
Indonesia Tahun 1986 Nomor 683, Tambahan Lembaran
Negara Repupliik  Indonesia Nomor 33407 ;

Peraturan Femerintan Womor 14 Tahun 1887 tentang
ganvyeranan Sebagian Urusan Pemerintanhan gibidang
Pekerjaan Umum Kepada Daerah(Lembaran Negara Repuniix
indonasia Tahun 1887 kNomor 25, Tambanhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3353);

Peraturan Pemerintah komor 22 Tahun 1880 tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam 8Bidang

Laiu Lintas dan Angkutan Jatan kepada Daesrah Tingkal
I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Repudlic
Indonesia Tahun 1930 Nomor 26, Tambahan Lemoaran

Negara Repuclik Indonesia Nomor 34105

Feratdran fFemarinian Nomor 45 Tahun 18%2 tentang
Penyelienggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Bera:
pada Caerah Tingsat II (Lembaran Khegara rA2pudiis
Indonesia Tahun 1892 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republix Indonesia homor 3487);

Keputusan Menteri Dalam wegeri Nomor 84 Tanun 18%.
tantang Bentuk Peraturan Daerah dan Peratdran gasra-
Perubanan:



Aeputusan Menter: Catam  Hegord Momor 45 Tanun 1353
tentang Fengundangan  Peraturan Dacran  dan atau
AepuiLsan igpaia Dasran iowat ranggany WaALTU

pangecanar

AagSuiusan MENIErs  Jaiam Negeri  somar
1896 tentang Percontohan Otonomi sae

AaDupaten/{otamadya casrah Tingaax 7

14, Insiruksi Menteri Dalam Negeri Nemor 5 Tanun 186z
tontang Penghapusan Cabang Dinas Saeran Tingsdat 1 dan
Unit Pelaxsana Teknis Daerah Tingkat 1 pada Dacran
TingREt I1 rercontaohan:

15. Peraturan Caeran MNomor 18 Tahun 1857 TENIARS
cenverahan drusan di 2Bidang H<epariwisaiaan dars
Pemerintan Daerah Tingkat I kepada Dacran Tingkat Lz
3g Froginsi vaeran 7ingxat I Lampung.

Dengan persctujuan Cowan  Perwakiian Rakyat Dacran Fropins,

gagran Tingxat I

Menetapkan

.
b

Lampung.

AEMUTUSHKAN

PERATURAN DAERAH PROPINELI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG  PENYERAHAN SEDAGIAN LUAUSAN PEMERINTAHAN  DAERAR
TINGHKAT 1 LAMPUNG KEPADA DAERAH TINGKAT 11 BANDAR
LAMPUNG .
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KETENTUAN UMUNM

Fasai g

Dalam Peraturan Daerah 1ni yang dimaksud dengan .
Femerintah vacrah TJingrat I acaran ranmerintan
Fropinsy Daerah Tingkat 1 Lampung,

A0pala paeran adartan Guobernur depala caaran
Lampung;

wacran iingdat 11 adaiah Xotamadya Daeran 7ingsat i1
Bandar Lampung;

remerinian Daeran Tingkat I1 adaiah Pemerintan
Xotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampuns. ;
Jinas Jaerah Tinggat II adalah Dinas Daerahn Acnamadya
Daerah Tingkat II Bandar Lampung;

grusan adaian urusan pemerintanan Daerah TingsRat I
Lampung.

Tugas rombantuan adaltan tugas uniuk turui serta datam
melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan olean
Pemerintan Dasrah Tingkat I Lampung kepada Pemerintahn
Dacranh Tingkat II Bandar Lampung dengan kKewa]jiban
momportanggungjawabikan s<egpada yang menugasiannya.
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fasa, 2
(1) Urusan vyang diserahkan kepada DJaeran ingra: .
Zodsan aspbagian urusan gdioidang
Kehdtanann,
Tenaga Aerja;
Pariwisata;
rer tamndangarn;
Pekerjaan umum:
catu Lintas dan Angautan catan {(LLAJY.
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Kepada Taerah Tingkat 1l diserankan tugas pompantuan
Wrusan pomerintanan dipidang

a. Pendapatan Daeran:

2. Bidang Laiu Lintas dan Angziuian Ja

-

anl .

BAZ ~C
weNLS DAN PERINCIAN uruSAN
YANG DISERAHKANM

~fazal 3

Jenis dan perincian urusan yang diseransan
sepagaimana  dimaxsud <atam pasal 2 avat {1} Peraturan
Dacrah ini adalak

a. Bidang Aehuianan :
1}. Penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air;
2). Perlebahan;

. Poarsutraan Altam;

1. Autan Ragyvat dan Hutan Miiix:

). Penvuluhan Kehutanan;

. Autan Kota.
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b. Bidang Tenaga Kerja
1. Kesejanteraan Buruh;
2). Kesejahteraan penganggur dan pemberian woria
£epada penganggur.

. Bidang Pariwisata
i}. Obvex wisata;
2). Bar:

d. Bidang Peortamdbangan Galian Goiongan C :
1). Kebijaksanaan untuik mengatur, mengurus gdar
mengemoang<an usaha Pertampangan Galtan Golaongan
#8 sepanjang tidak terietak dilepas panta‘
ganfatau pengusahaannya ditakuxan daiam rangga
Penanaman Modal Asing;

2%. J42nis exsplorasi, eksploitasi, pengoiahan dan
pemurnian, pengangkutan dan penjualan terhadaz
jenis=jenis bahan galian :

a). Pasir;

o). Andesit:
c). Tanah urug;
dj. Tanan iiat;
). Batu kapur:
Y. Sirtu.



